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ABSTRAK :  - Bahwa untuk menanggulangi dampak negatif dari penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19), perlu dilakukan optimalisasi penyaluran belanja bantuan sosial dan 
mengakomodir skema penyaluran bantuan melalui mekanisme bantuan pemerintah 
yang disalurkan secara tunai kepada masyarakat yang terdampak, sehingga perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516), Perpres 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 
2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu 
RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 38/PMK.02/2020 (BN 
Tahun 2020 No. 382), Permenkeu RI 43/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 410). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga 
dalam bentuk uang dapat dilakukan dengan mekanisme LS ke rekening kelompok 
masyarakat atau lembaga non pemerintah penerima bantuan atau ke penerima 
bantuan melalui bank/pos penyalur, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. Selama periode 
penanganan pandemi COVID-19, kelompok masyarakat atau lembaga non 
pemerintah penerima bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mekanisme LS harus  
menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan 
selesai atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya. Dalam 
rangka penanganan pandemi COVID-19, penyaluran bantuan pemerintah pada 
kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan dengan 
mekanisme LS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme 
pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. 
Selama periode penanganan pandemi COVID-19, kelompok masyarakat, lembaga 
pemerintah, atau lembaga non pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang 
harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah 
pekerjaan selesai atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya. 
Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, penyaluran bantuan pemerintah 
berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang 
ditetapkan oleh pengguna anggaran yang diberikan kepada perseorangan, selain 
disalurkan secara sekaligus melalui mekanisme LS sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan 
pemerintah pada kementerian negara/lembaga, dapat pula disalurkan secara 
sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai. Penyaluran bantuan 
pemerintah secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai hanya 



dapat dilakukan oleh kementerian negara/lembaga berdasarkan arahan Presiden 
atau penugasan dari badan/lembaga yang ditunjuk oleh Presiden dalam penanganan 
pandemi COVID-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). KPA 
bertanggung jawab atas ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan pelaksanaan 
penyaluran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang diberikan kepada perseorangan secara 
sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan diundangkan pada 
tanggal 31 Agustus 2021. 

 


